
 

 
 

 
 
 

 
 

BUPATI SIDOARJO  

PROVINSI JAWA TIMUR 

 

PERATURAN BUPATI SIDOARJO  

NOMOR 38 TAHUN 2021 

 

TENTANG 

 

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 5 TAHUN 2017  

TENTANG TARIF LAYANAN PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT                     

DI KABUPATEN SIDOARJO YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN 

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

 

BUPATI SIDOARJO, 

 

Menimbang  :      a. bahwa dalam rangka percepatan penanganan pandemi 

Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Sidoarjo melalui 

penyelenggaraan rapid test antigen dan serologi, serta 

dengan memperhatikan Surat Edaran Direktur Jenderal 

Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/I/2875/2020 

tentang Batasan Tarif Tertinggi Pemeriksaan Rapid Test 

Antibodi, perlu menyesuaikan tarif layanan  pada Pusat 

Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Sidoarjo; 

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 

Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 5                 

Tahun 2017 tentang Tarif Layanan pada Pusat Kesehatan 

Masyarakat di Kabupaten Sidoarjo yang Menerapkan Pola 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah; 

 

Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah Kabupaten/Kotamadya dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Timur, juncto Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah 

Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965              

Nomor 19, Tambahan Negara Republik Indonesia                

Nomor 2730); 

2.  Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek 

Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia                      

Tahun 2004 Nomor 116 Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4431);  
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3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 

Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5038); 

4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009              

Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5063), sebagaimana telah diubah dalam 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020                   

Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6573); 

5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia                     

Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dalam Undang-

Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor183, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6398);  

6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dalam Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6573);  

7 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lemabaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48),  

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 74  Tahun 2012 (Lemabaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 171); 

8 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Laporan Keuangan  dan  Kinerja  Instansi  Pemerintah  

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006               

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4614); 

9 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322);  

10 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan 

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia                  

Tahun 2018 Nomor 165), sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64             

Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia              

Tahun 2020 Nomor 130); 
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11 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 

tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122); 

12 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2012 tentang 

Penyelenggaraan Laboratorium Pusat Kesehatan 

Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 1118); 

13 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang 

Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional, 

sebagaimana telah diubah beberapa kali  terakhir dengan 

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2018 (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 367); 

14 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang 

Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan 

Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 874); 

15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 

tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213); 

16 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang 

Pusat Kesehatan Masyarakat; 

17 Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2013 

tentang Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten 

Sidoarjo Tahun 2013 Nomor 5 Seri C); 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan :  PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS 

PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 5 TAHUN 2017 

TENTANG TARIF LAYANAN PADA PUSAT KESEHATAN 

MASYARAKAT DI KABUPATEN SIDOARJO YANG MENERAPKAN 

POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM 

DAERAH. 

 

 

Pasal I  

Ketentuan huruf E tentang Pelayanan Pemeriksaan 

Laboratorium Klinik, pada kategori Pemeriksaan Lainnya               

angka 8 dan angka 9 dalam lampiran Peraturan Bupati              

Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tarif Layanan pada Pusat 

Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Sidoarjo yang Menerapkan 

Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, 

(Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 5), 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2020 (Berita Daerah 

Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 Nomor 82), diubah sehingga 

berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran dan 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan 

Bupati ini. 
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Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo. 

 

 

      Ditetapkan di Sidoarjo 

      pada tanggal 1 Juli 2021  

          

         BUPATI SIDOARJO, 

                                                                       

                                                                                             ttd 

 

                                                                                 AHMAD MUHDLOR 

 

 
 
Diundangkan di Sidoarjo 

pada tanggal  1 Juli 2021 
  

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN SIDOARJO, 

  

  

 ttd 

  

ACHMAD ZAINI 
  
  

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2021 NOMOR 39 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

NOREG PERBUP :  38 Tahun  2021 
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LAMPIRAN PERATURAN BUPATI 
SIDOARJO  NOMOR    38  TAHUN 2021  

TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS 
PERATURAN BUPATI NOMOR 5 TAHUN 2017 
TENTANG TARIF LAYANAN PADA PUSAT 

KESEHATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN 
SIDOARJO YANG MENERAPKAN POLA 
PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN 

LAYANAN UMUM DAERAH 
 

 
TARIF LAYANAN 

 

 
E. PELAYANAN PEMERIKSAAN LABORATORIUM KLINIK 

 

 
NO 

 
 PARAMETER PEMERIKSAAN 

Komponen Jasa (Rp) TARIF 
Retribusi 

(Rp.) 
Sarana Pelayanan 

PEMERIKSAAN LAINNYA    

8.  Pemeriksaan Rapid Test  
Covid 19 

20.000 55.000 75.000 

9. Pemeriksaan Serologi Covid 19 20.000 55.000 75.000 

 
 
 

BUPATI SIDOARJO, 
 

            ttd 
 
AHMAD MUHDLOR 


